BAB I1

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Konsep Masalah Kemiskinan

Kemiskinan merupakan masalah yang dihadapi oleh semua negara di
dunia, terutama di negara sedang berkembang. Kemiskinan adalah suatu kondisi
ketidakmampuan secara ekonomi dalam memenuhi standar hidup rata — rata
masyarakat di suatu daerah. Kondisi ketidakmampuan di tandai dengan rendahnya
kemampuan pendapatan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan pokok berupa
pangan, sandang, dan papan. Rendahnya kemampuan pendapatan ini juga
berdampak pada kemampuan dalam memenuhi standar hidup rata — rata seperti
pada kesehatan dan standar pendidikan.

Secara umum ada dua macam ukuran kemiskinan yang biasa digunakan
yaitu kemiskinan absolut dan kemiskinan relatif (Arsyad, 1997).
2.1.1. Kemiskinan Absolut

Pada umumnya konsep kemiskinan dikaitkan dengan tingkat pendapatan
dan kebutuhan. Perkiraan kebutuhan dibatasi pada kebutuhan pokok atau
kebutuhan dasar minimum yang memungkinkan seseorang untuk hidup layak.
Jika pendapatan tidak mencapai kebutuhan minimum, maka orang tersebut dapat
dikatakan miskin. Dengan kata lain, kemiskinan dapat diukur dengan
membandingkan tingkat pendapatan yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan

hidup. Tingkat pendapatan minimum merupakan pembatas antara keadaan miskin
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dan tidak miskin atau sering disebut sebagai garis batas kemiskinan. Kemiskinan
absolut dimaksudkan untuk menentukan tingkat pendapatan minimum yang cukup
untuk memenuhi kebutuhan fisik terhadap makan, pakaian, dan perumahan untuk
menjamin kelangsungan hidup. Masalah utama dalam konsep yang didasarkan
atas perkiraan kebutuhan dasar minimum merupakan konsep yang mudah
dipahami tetapi garis kemiskinan obyektif sulit dilaksanakan karena banyak sekali
faktor yang mempengaruhinya. Garis kemiskinan berbeda antara satu tempat
dengan tempat lainnya sehingga tidak ada garis kemiskinan yang berlaku pasti
dan umum.
2.1.2. Kemiskinan Relatif

Seseorang yang sudah mempunyai tingkat pendapatan yang dapat
memenuhi kebutuhan dasar minimum tidak selalu berarti miskin. Hal ini terjadi
karena kemiskinan lebih banyak ditentukan oleh keadaan sekitarnya, walaupun
pendapatannya sudah mencapai tingkat kebutuhan dasar minimum tetapi masih
jauh lebih rendah dibandingkan masyarakat sekitarnya, maka orang tersebut masih
berada dalam keadaan miskin. Berdasarkan konsep kemiskinan relatif ini, garis
kemiskinan akan mengalami perubahan bila tingkat hidup masyarakat berubah.
Dengan menggunakan ukuran pendapatan, keadaan ini dikenal sebagai
ketimpangan distribusi pendapatan. Semakin besar ketimpangan antara golongan
atas dan golongan bawah, maka akan semakin besar pula jumlah penduduk yang

dikategorikan miskin.
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2.1.3. Distribusi Pendapatan

Distribusi pendapatan adalah konsep yang lebih luas dibandingkan
kemiskinan karena cakupannya tidak hanya menganalisa populasi yang berada di
bawah garis kemiskinan. Kebanyakan dari ukuran dan indikator yang mengukur
tingkat distribusi pendapatan tidak tergantung pada rata — rata distribusi, dan
karenanya membuat ukuran distribusi pendapatan dipertimbangkan lemah dalam
menggambarkan tingkat kesejahteraan.

Masalah utama dalam distribusi pendapatan sebuah daerah adalah
ketidakmerataan pendapatan antar kelompok masyarakat dalam daerah tersebut,
oleh karenanya sering juga disebut tingkat ketidakmerataan atau kesenjangan
(inequality). Ketidakmerataan distribusi pendapatan tersebut diakibatkan banyak
hal terutama:

1) Perbedaan dalam hal kepemilikan faktor — faktor produksi terutama stok
modal (capital stock) antar kelompok masyarakat. Teori neo-klasik
menjelaskan bahwa ketidakmerataan distribusi  pendapatan yang
diakibatkan oleh kepemilikan faktor capital stock ini secara otomatis dapat
diperbaiki oleh upaya pelimpahan dari pendapatan pemilik modal yang
berlebih kepada pihak yang kekurangan. Jika mekanisme otomatis tidak
dapat diperbaiki oleh upaya pelimpahan dari pendapatan pemilik modal
yang berlebih kepada pihak yang kekurangan. Jika mekanisme otomatis
tidak dapat berjalan maka teori Keynesian mengandalkan peranan

pemerintah dalam melakukan subsidi pada pihak yang kekurangan dan
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tentunya harus diperlukan pula kebijakan pemerintah dalam upaya

redistribusi pendapatan.

2) Ketidaksempurnaan mekanisme pasar (market failure) yang menyebabkan
tidak terjadinya mekanisme persaingan sempurna. Tidak berjalannya
mekanisme persaingan ini karena: (i) perbedaan kepemilikan faktor
produksi; (ii) timpangnya akses informasi; (iii) intervensi pemerintah; dan
(iv) keterkaitan antara pelaku ekonomi dengan pihak pemerintah yang
kemudian mendistorsi pasar (misalnya, kebijakan pemerintah dalam satu
kebijakan tentang perlindungan industri tertentu).

Cara distribusi pendapatan akan menentukan bagaimana pendapatan
nasional yang tinggi mampu menciptakan perubahan — perubahan dan perbaikan —
perbaikan dalam masyarakat, seperti mengurangi kemiskinan, pengangguran dan
kesulitan — kesulitan lain dalam masyarakat. Distribusi pendapatan nasional yang
tidak merata, tidak akan menciptakan kemakmuran bagi masyarakat secara umum.
Perbedaan pendapatan muncul karena adanya perbedaan dalam kepemilikan
sumber daya dan faktor produksi. Pihak yang memiliki faktor produksi yang lebih

banyak akan memperoleh pendapatan yang lebih banyak pula.

2.2. Indikator Ketimpangan dan Ketidakmerataan
2.2.1. Distribusi Pendapatan Menurut Bank Dunia

Indikator yang sering digunakan untuk mengetahui kesenjangan distribusi
pendapatan adalah Indeks Gini dan kriteria Bank Dunia (BPS, 1994). Kriteria

Bank Dunia berdasarkan penilaian distribusi pendapatan atas pendapatan yang
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diterima oleh 40 % penduduk berpendapatan terendah. Kesenjangan distribusi
pendapatan dikategorikan: (i) tinggi, jika 40 % penduduk berpenghasilan terendah
menerima kurang dari 12 % bagian pendapatan; (ii) sedang, jika 40 % penduduk
berpenghasilan terendah menerima 12 hingga 17 % bagian pendapatan; dan (iii)
rendah, jika 40 % penduduk berpenghasilan terendah menerima lebih dari 17 %
bagian pendapatan.

Pada tabel 2.1 menunjukkan perkembangan distribusi pendapatan di
provinsi D.l.Yogyakarta tergolong rendah selama tahun 2009 — 2011 dengan
menggunakan kriteria Bank Dunia. Pada tahun 2009, kelompok 40 % penduduk
berpendapatan terendah telah menerima 18, 85 % dari pendapatan. Pada tahun
2011, kelompok tersebut mengalami penurunan 16, 46 % dari pendapatan.
Dengan kata lain, konsumsi pendapatan yang dinikmati 40 % kelompok
berpendapatan terendah di provinsi D.l.Yogyakarta cenderung menurun selama

tahun 2009 — 2011.

Tabel 2.1
Distribusi Pendapatan Penduduk D.l1.Y menurut Golongan Pendapatan,
2009-2011
Golongan Pendapatan 2009 2010 2011
40% terendah 18.85 18.77 16.46
40% menengah 36.5 35.22 34.19
20% tertinggi 44.65 46.02 49.34
Indeks Gini 0.3112 0.3088 0.3149
Rasio Kuznets 2.37 2.45 3.00

Sumber: BPS Provinsi D.l.Yogyakarta, 2013
Berdasarkan tabel 2.1 menunjukkan, meskipun ketimpangan distribusi
pendapatan di provinsi D.l.Yogyakarta relatif rendah menurit standar Bank Dunia,

ternyata porsi terbesar konsumsi nasional tetap dinikmati oleh 20 % penduduk
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berpendapatan tertinggi dan 40 % penduduk berpendapatan menengah. Pada tahun
2009, kelompok 20 % berpendapatan tertinggi telah menerima 44, 65 dari
pendapatan. Pada tahun 2011, kelompok tersebut dapat menikmati 49, 34 % dari
pendapatan. Tahun 2009, kelompok 40 % penduduk berpendapatan menengah
telah menerima 35, 5 % dari pendapatan, pada tahun 2011 kelompok tersebut

dapat menikmati 34, 19 % dari pendapatan.

2.3. Program Dana Bergulir PNPM Mandiri Perkotaan
2.3.1. Latar Belakang

Program Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP) dilaksanakan
sejak tahun 1999 sebagai suatu upaya pemerintah untuk membangun kemandirian
masyarkat dan pemerintah daerah dalam menanggulangi kemiskinan secara
berkelanjutan. Sejak pelaksanaan P2KP-1 hingga pelaksanaan P2KP-3 saat ini
telah terbentuk sekitar 6.405 Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) yang
tersebar di 1.125 kecamatan di 235 kota/kabupaten dan telah mencakup 18.9 juta
orang pemanfaat (penduduk miskin) melalui 243.838 Kelompok Swadaya
Masyarakat (KSM) (Pedoman Pelaksanaan PNPM Mandiri Perkotaan, 2010).

Pada tahun 2008 keberlanjutan pelaksanaan P2KP diperluas menjadi
Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan (PNPM Mandiri
Perkotaan), dengan mengalokasikan tambahan dana yang cukup signifikan pada
tahun anggaran 2008 yang mencakup 8.813 kelurahan di 995 kecamatan tersebar

pada 245 kota/kabupaten (Pedoman Pelaksanaan PNPM Mandiri Perkotaan,2010).
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Penanggulangan kemiskinan membutuhkan penanganan yang menyeluruh
dalam skala perwilayahan yang memadai yang memungkinkan terjadinya
keterpaduan antara pendekatan sektoral, perwilayahan dan partisipatif yang dalam
hal ini dipilih kecamatan sebagai lokus program yang mampu mempertemukan
perencanaan dari atas dan dari bawah. Di tataran kecamatan inilah rencana
pembangunan yang direncanakan oleh Satuan Kerja Pembangunan Daerah
(SKPD) bertemu dengan perencanaan dari masyarakat dalam Musrenbang
(Musyawarah Perencanaan Pembangunan) Kecamatan sehingga dapat digalang
perencanaan pembangunan yang menyeluruh, terpadu, dan selaras waktu. Dengan
demikian PNPM Mandiri Perkotaan akan menekankan pemanfaatan Musrenbang
Kecamatan sebagai mekanisme harmonisasi kegiatan berbagai program yang ada
sehingga peranan forum LKM tingkat kecamatan menjadi sangat vital
(http://www.pnpm-mandiri.org).

2.3.2. Kegiatan Pinjaman Dana Bergulir PNPM Mandiri Perkotaan

Program PNPM Mandiri Perkotaan memberikan pinjaman dalam bentuk
Dana Bergulir. Tujuan pemberian pinjaman dana bergulir kepada masyarakat
miskin adalah untuk membantu pengembangan usaha kecil dan menengah
melalui Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM). Pemberian pinjaman bergulir
kepada masyarakat miskin melalui KSM hanya merupakan salah satu upaya
dalam program PNPM Mandiri Perkotaan untuk meningkatkan pendapatan
masyarakat miskin agar bisa terlepas dari kemiskinannya. Program PNPM
Mandiri Perkotaan hanya menyediakan alternatif kegiatan pinjaman bergulir

berupa modal kemudian masyarakat sendirilah yang memutuskan apakah akan
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menggunakan kegiatan pemberian pinjaman bergulir dalam program
penanggulangan kemiskinannya. Penetapan kegiatan pemberian pinjaman bergulir
kepada masyarakat miskin diputuskan sendiri oleh masyarakat melalui Lembaga
Keswadayaan Masyarakat (LKM).

Selanjutnya berdasarkan ketentuan umum kelayakan peminjam harus
memenuhi kriteria kelayakan yang dipersyaratkan untuk mendapat pinjaman dari
UPK. Adapun kriteria kelayakan KSM sebagai calon peminjam adalah sebagai
berikut:

1) KSM peminjam telah terbentuk dan anggotanya adalah warga miskin serta
seluruh anggota telah memperoleh pembekalan tentang pembukuan KSM,
pinjaman bergulir (persyaratan peminjam, skim pinjaman, tanggung renteng,
dan tahapan peminjaman),PERT, kewirausahaan serta telah melakukan
kegiatan menabung di antara anggota KSM.

2) KSM dibentuk hanya untuk tujuan penciptaan peluang usaha dan
kesempatan kerja serta peningkatan pendapapatan masyarakat miskin.

3) KSM dibentuk atas dasar kesepakatan anggota — anggotanya secara sukarela.

4) Anggota KSM termasuk kategori keluarga miskin sesuai Kriteria yang
ditetapkan oleh LKM/masyarakat.

5) Jumlah anggota KSM minimal 5 orang dan jumlah anggota KSM minimal 30
% perempuan.

6) Mempunyai pembukuan yang memadai sesuai kebutuhan.
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7) Semua anggota KSM telah memperoleh pelatihan tentang pinjaman bergulir,
Rencana Usaha, Kewirausahaan dan Pengelolaan Ekonomi Rumah Tangga
(PERT) dari fasilitator dan LKM/UPK.

2.3.3. Skim Pinjaman Unit Pengelola Keuangan (UPK)

Syarat pinjaman bergulir PNPM Mandiri Perkotaan di Kelurahan Kricak
Kecamatan Tegalrejo Kota Yogyakarta Provinsi D.l.Yogyakarta sebagai berikut:
1) Peminjam adalah warga miskin yang tergabung dalam Kelompok KSM

dengan anggota minimal 5 orang dan minimal 30 %nya adalah perempuan.

2) Pinjaman untuk mengembangkan usaha yang tidak melanggar ketentuan,
bukan untuk menunjang kepentingan militer atau politik.

3) Besar pinjaman pertama kali maksimal Rp. 500.000 per orang (disesuaikan
dengan usahanya dan kemampuan membayarnya). Besar pinjaman berikutnya
tergantung pada pembayaran kembalinya, dan besar pinjaman terakhir
maksimal Rp. 2.000.000.

4) Jasa pinjaman ditetapkan 1,5 % per bulan, di hitung dari pokok pinjaman
semula, dan dibayar bersamaan dengan pembayaran angsuran pokok
pinjaman.

5) Jangka waktu pinjaman 3 — 12 bulan, disesuaikan dengan kegiatan usaha
peminjam.

6) Peminjam hanya bisa meminjam sebanyak — banyaknya 4 kali dengan catatan
pengembaliannya lancar.

7) Angsuran pinjaman maksimal bulanan.
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2.4. Studi Terkait

Beberapa penelitian telah membahas mengenai PNPM Mandiri Perkotaan.
Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Yulianti (2012) tentang “Analisis
Partisipasi Masyarakat Dalam Pelaksanaan PNPM Mandiri Perkotaan Di Kota
Solok” pada tahun 2009. Kota Solok menjadi salah satu daerah yang
melaksanakan pemberdayaan fakir miskin melalui PNPM Mandiri Perkotaan yang
diberikan pada masyarakat miskin di kota Solok. Tujuan penelitian adalah untuk
mengidentifikasi bentuk partisipasi dan tingkat partisipasi masyarakat, untuk
mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi masyarakat miskin pada
pelaksanaan program PNPM Mandiri Perkotaan dan untuk mengetahui implikasi
kebijakan yang tepat untuk pengembangan pasrtisipasi masyarakat dalam
pelaksanaan PNPM Mandiri Perkotaan. Penelitian yang dilakukan menggunakan
pendekatan deskriptif kualitatif dan analisis kuantitatif. Jenis data yang digunakan
adalah data primer dan data sekunder. Dari hasil analisis penelitian penulis dapat
menyimpulkan bahwa partisipasi masyarakat berupa pikiran yang disampaikan
melalui usulan, saran maupun kritik. Kemudian, tingkat partisipasi masyarakat di
Kota Solok dalam pelaksanaan program PNPM Mandiri Perkotaan tergolong
rendah. Selain faktor kemiskinan hal ini juga disebabkan oleh pengetahuan
masyarakat yang kurang terhadap PNPM Mandiri Perkotaan dan belum
optimalnya peranan pihak terkait dalam mengajak masyarakat untuk
berpartisipasi.

Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Surya (2012) tentang “Analisis

Kinerja Dana Bergulir PNPM Mandiri di Kecamatan Lubuk Begalung Kota
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Padang” pada tahun 2011. Kecamatan Lubuk Begalung Kota Padang merupakan
salah satu tempat yang menerima program PNPM Mandiri Perkotaan. Tujuannya
adalah untuk mengetahui ada atau tidaknya perbedaan kinerja keuangan dan sosial
ekonomi usaha mikro dan kecil anggota KSM sebelum dan sesudah mendapat
dana bantuan Dana Bergulir PNPM Mandiri Perkotan. Penelitiannya
menggunakan pendekatan deskriptif dan pendekatan kuantitatif. Data yang
digunakan adalah kinerja keuangan dan indikator sosial ekonomi usaha mikro
kecil dan keluarganya pada waktu tertentu atau cross section. Dari hasil
analisisnya mengungkapkan bahwa rasio likuiditas pada usaha mikro dan kecil
anggota KSM yang mendapat bantuan Dana Bergulir PNPM MP sebagian besar
tidak memperlihatkan perubahan yang signifikan. Sementara itu rasio
profitabilitas pada usaha mikro dan kecil anggota KSM yang mendapat Dana
Bergulir PNPM MP sebagian besar memperlihatkan perubahan yang nyata.
Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Waskitho (2009) tentang “Program
Pengentasan Kemiskinan Melalui Program Penanggulangan Kemiskinan Di
Perkotaan (P2KP)” pada tahun 2009. Tujuannya adalah untuk mengetahui kinerja
dari program P2KP yang dilaksanakan di kota dianggap kurang berhasil.
Penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif. Dari hasil analisisnya bahwa
dalam proyek P2KP, fungsi pembinaan ini masih sangat minim. Pembinaan yang
dilakukan oleh Fasilitator Kelurahan (Faskel) hanya menitikberatkan dalam
pembuatan proposal sebagai syarat pengajuan pinjaman. Para Pengurus BKM juga
tidak mendapatkan pelatihan yang memadai sehingga memungkinkan mereka bisa

mengelola BKM dengan lebih baik.



23

Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Mubarak (2010) tentang
“Evaluasi Pemberdayaan Masyarakat Ditinjau dari Proses Pengembangan
Kapasitas pada Kegiatan PNPM Mandiri Perkotaan di Desa Sastrodirjan
Kabupaten Pekalongan” pada tahun 2009. Tujuannya adalah untuk mengevaluasi
proses pemberdayaan masyarakat pada kegiatan PNPM Mandiri Perkotaan
ditinjau dari aspek pengembangan kapasitas masyarakat, dengan sasaran
penelitian yaitu mengkaji implementasi pengembangan kapasitas masyarakat,
mengkaji sikap dan cara pandang masyarakat tentang pemberdayaan masyarakat
serta mengkaji derajat keberdayaan masyarakat di Desa Sastrodirjan. Pendekatan
yang digunakan dalam penelitiannya adalah penelitian yang bersifat deduktif
dengan metode analisis deskriptif kualitatif dan deskriptif kuantitatif. Dari hasil
penelitian diketahui bahwa kegiatan pengembangan kapasitas masyarakat di Desa
Sastrodirjan telah dilaksanakan sesuai dengan prinsip pemberdayaan dan telah
berhasil mengubah tingkat kesadaran masyarakat serta meningkatkan

pemahamannya untuk berperan dalam pembangunan komunitasnya.



